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BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yvang efektif dan efisien, vang merupakan
bapgian dari pelaksanaan reformasi birokrasi maka perlu
dilakukan penyederhanaan birokrasi;

b. bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui
tahapan penyederhanaan strukiur organisasi, penvetaraan
jabatan serta penyusunan sistem kerja, agar lebih
meningkatkan kinerja dan  pelavanan publik  vang
berkualitas;

¢. bahwa Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi
Pamong Praja sudah tidak sesual dengan perkembangan
hukum saat ini, sehingga perlu digants;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalarn huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan
Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat : 1. Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6Y Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat [I Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nemor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5094);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah |(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6302);
Peraturan Menteri Dalam WNegeri Nomor BO Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sébagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentern Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi
dan Daerah Kabupaten/Kota yvang melaksanakan Fungsi
Penunjang Penvelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita
MNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
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9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Buleleng Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng,

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.

3. Bupat: adalah Bupati Buleleng.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

5. Sekretaris Daerah vang selanjutnyva disebut Sekda adalah

Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.

Dinas adalah Dinas Daerah.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah.

8, Satuan Polisi Pamong Praja vang selanjutnya discbut Satpol
FF adalah Satuan Folisi Pamong Praja Daerah,

9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja vang selanjutnya disebut
Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Daerah.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah vang selanjutnya disingkat
UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah.

11. Aparatur Sipil Negara vang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah.
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12,

13.

14,

15.

(1]

(2)

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yvang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayvanan fungsional yvang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan
fungsional vang terdin dari sejumlah tenapa ahli dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai keahliannya,

Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara vang
menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
Pejabat adalah Pejabat struktural pada Dinas Daerah dan
Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB Il
PENETAPAN DINAS DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pagal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas dan
Satpol PP,

Dinas dan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A,

b. Dinas Kebudayaan Tipe B;

c. Dinas Kesehatan Tipe A;

d. Dinas Tenaga Kerja Tipe B;

e. Dinas Partwisata Tipe A;

i. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B;

g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Tipe B;

h. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengsh Tipe A;

I. Dinas Pertanian Tipe A,

J. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A:

k. Dinas Perhubungan Tipe B;

I. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;

. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe

A;

n. Dinas Sosial Tipe B;

0. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B;

p. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A;

q. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tipe A;

r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

8. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;

t. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B; dan

u. Satpol PP Tipe A.
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BARB VIII
JABATAN

Pasal 49

Jabatan pada Dinas dan Satpol PP terdiri dari:

a. Kepala Dinas dan Kepala Satpol PP merupakan jabatan eselon
Il.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;

b. sekretaris merupakan jabatan eselon lll.a atau jabatan
administrator;

¢. kepala bidang merupakan jabatan eselon IIl.b atau jabatan
administrator;

d. kepala subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan
pengawas;

e. kepala Seksi merupakan jabatan eselon 1V.a atau jabatan
pengawas; dan

f. kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan
pengawas.

Pasal 50

(1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian
dan kebutuhan.

(2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan
analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(4) Tugas Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina
masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(9] Pembinaan administratif dan teknis Jabatan Fungsional,
diselenggarakan Instansi Pembina masing-masing
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB [X
KEPEGAWAIAN

Pasal 51
Pejabat, Jabatan Fungsional dan pegawai Dinas serta pegawai
Satpol PP, diisi oleh pegawai ASN yang diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 52
Segala pembiavaan untuk kegiatan Dinas dan Satpol PP,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53
Jabatan dan Pejabat yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati

ini diundangkan, tetap berlaku sampai de i i
ngan pengisian jabatan
berdasarkan Peraturan Bupati ini. J

BAB XlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Daerah dan Satuan Polisi Famong Praja (Berita Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomer 52), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pagal 55
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatan nya dalam Berita
Daerah Kabupaten Buleleng,

di Singaraja
6 Januar 2023

ATI BULELENG,

ANA
Diundangkan di Singaraja
pada tanggal _,,-""" :
SEXRETARIS.DA
BERITA DAERA ATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 3



